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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
766/PID.SUS/2025/PN.PLG)

TRI DWI ANGGRAINI

Tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan perbuatan yang
dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Kepemilikan senjata api rakitan oleh masyarakat sipil tanpa izin yang sah dapat
membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta berpotensi menimbulkan
gangguan stabilitas sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
(1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan
senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam Putusan Nomor
766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin
dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?.- Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif,
melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta terpenuhinya
unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan
pemaaf maupun pembenar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pertimbangan aspek
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penegakan hukum
terhadap kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin harus dilakukan secara tegas
guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Senjata Api Rakitan, Kepemilikan
Tanpa Izin, Pertimbangan Hakim.
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATOR OF
ILLEGAL POSSESSION OF A HOMEMADE FIREARM
(A STUDY OF DECISION NUMBER 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg)

TRI DWI ANGGRAINI

The criminal offense of unlawful possession of firearms is prohibited and regulated
under Emergency Law Number 12 of 1951. The possession of homemade firearms
by civilians without a valid permit poses a serious threat to public security and
order and has the potential to disrupt social stability. The issues examined in this
study are: (1) How is criminal liability imposed on the perpetrator for the personal
possession of a homemade firearm as reflected in Decision Number
766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, and (2) What were the judicial considerations in
imposing a sentence on the perpetrator for unlawful possession of a homemade
firearm in Decision Number 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?. This research employs a
normative legal research method with a normative juridical approach, conducted
through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The
results indicate that the defendant can be held criminally liable because all
elements of the offense as stipulated in Article 1 paragraph (1) of Emergency Law
Number 12 of 1951 have been fulfilled, along with the elements of criminal
responsibility, namelv capacity to be responsible, the existence of fault, and the
absence of justifying or excusing grounds. The judge’s considerations in imposing
the sentence were based on the facts revealed during trial, legally admissible
evidence, and an assessment of the principles of justice, legal certainty, and
expediency. Therefore, law enforcement against the unlawful possession of
homemade firearms must be carried out firmly in order to maintain public security
and order.

Keywords: Criminal Liability, Homemade Firearms, Unlawful Possession, Judicial
Consideration.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum,
Indonesia menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara harus diatur serta dijalankan berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum memiliki
kedudukan tertinggi sebagai pedoman dalam setiap tindakan warga negara
maupun penyelenggara pemerintahan.t

Sebagai negara hukum, Indonesia menegakkan prinsip bahwa hukum
tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana
untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara.> Dalam konteks
keamanan nasional, hukum berperan penting dalam mengatur segala sesuatu
yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan senjata api. Hal ini karena
Senjata api termasuk alat yang memiliki daya rusak tinggi serta berpotensi
membahayakan nyawa manusia, sehingga penguasaan dan penggunaannya
hanya diperbolehkan bagi pihak-pihak tertentu yang telah memperoleh izin

resmi dari aparat berwenang. Senjata api merupakan alat yang sangat sensitif

L Arianus Harefa, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP
Nasional (Jawa Barat: CV Jejak, 2023), him 9.

2 Luil Maknun and Riani Widiyaswara, “Penerapan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai
Konsep Keadilan Restoratif,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No. 1 (2023): him 101,
https://doi.org/10.46839/11jih.v9i1.852z.



dan berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi keamanan publik apabila jatuh
ke tangan yang tidak berwenang.?

Oleh sebab itu, kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia
diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan
tujuan agar senjata api hanya dimiliki dan digunakan oleh pihak yang benar-
benar memiliki izin dan tanggung jawab hukum yang jelas.*

Kepemilikan senjata api tanpa izin, baik yang berasal dari pabrikan
maupun hasil rakitan, termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-
Undang Darurat Mengubah » Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere
Strafrechtbepalingen™ (STBL) 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI dahulu
Nomor 8 Tahun 1948, selanjutnya disebut (UU Darurat).®> Dalam realitas sosial,
sering ditemukan kasus di mana masyarakat memiliki senjata api rakitan
semata-mata untuk kepentingan pribadi, seperti menjaga keselamatan diri atau
melindungi harta benda, tanpa disertai niat melakukan tindak kejahatan.
Meskipun demikian, secara yuridis, motif pribadi tersebut tidak menghapus

unsur melawan hukum dari perbuatan kepemilikan senjata api tanpa izin.®

3 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),him 1.

4 Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan
Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia,” Mimbar Yustitia Vol 2, No. 2 (2018): him 144,

® Ridwan Harry Simanungkalit and M. Ridwan Lubis, “Penerapan Undang -Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal,” Demokrasi: Jurnal
Riset llmu Hukum, Sosial Dan Politik Vol 1, No. 4 (2020): hlm 231,
https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.532.

® Imam Rahmadanni, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api
Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Ditengah Masyarakat,” El-Dusturie : Jurnal Hukum Dan
Perundang-Undangan Vol 2, No. 2 (2023): hIm 204, https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746.



Fenomena kepemilikan senjata api rakitan mencerminkan adanya
permasalahan menarik dalam penerapan hukum pidana, khususnya terkait
dengan aspek pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Di satu sisi,
hukum harus dijalankan secara tegas guna menjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat. Namun di sisi lain, prinsip keadilan menuntut adanya
pertimbangan terhadap pelaku yang tidak memiliki unsur kesalahan atau niat
jahat (mens rea). Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai
sejaun mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas
kepemilikan senjata api rakitan yang semata-mata digunakan untuk
kepentingan pribadi tanpa tujuan melakukan tindak kejahatan.’

Analogi tersebut juga relevan dengan kasus kepemilikan senjata api
rakitan. Pelaku yang memiliki senjata api untuk kepentingan pribadi tanpa niat
jahat bisa saja diperlakukan sama dengan pelaku yang memiliki senjata untuk
tujuan kriminal. Padahal, dari sisi mens rea, kedua situasi tersebut memiliki
perbedaan yang signifikan. Inilah mengapa analisis terhadap bentuk
pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem
hukum Indonesia menegakkan keadilan secara proporsional.

Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan kasus di mana
masyarakat memiliki senjata api rakitan bukan untuk tujuan kriminal,
melainkan untuk kepentingan pribadi, seperti menjaga diri, melindungi harta
benda, atau mengantisipasi situasi yang dianggap berbahaya. Dalam konteks

ini muncul dilema hukum antara penerapan hukum secara tekstual (positif)

" Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), him 89.



dengan keadilan substantif yang mempertimbangkan niat dan motif pelaku. Di
satu sisi, undang-undang secara jelas melarang setiap orang memiliki senjata
api tanpa izin. Tetapi di sisi lain, ada individu yang memiliki senjata api
semata-mata karena kebutuhan perlindungan diri dalam situasi lingkungan
yang dianggap rawan tindak kejahatan.®

Fenomena tersebut menunjukkan adanya celah antara hukum positif
yang bersifat kaku dengan realitas sosial masyarakat yang terkadang menuntut
adanya perlindungan diri secara mandiri.® Dalam konteks inilah muncul
persoalan penting mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi. Apakah seseorang
yang memiliki senjata api tanpa izin namun tidak berniat melakukan kejahatan
tetap harus dipidana dengan ancaman hukum yang berat sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Darurat, ataukah terdapat pertimbangan lain yang
dapat meringankan tanggung jawab pidananya.

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
766/Pid.Sus/2025/PN.Plg menjadi objek kajian yang sangat penting. Putusan
ini menyoroti bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan perbuatan
terdakwa yang memiliki senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi, tanpa
niat jahat, dalam konteks hukum pidana Indonesia. Inti dari putusan ini

menunjukkan bahwa hakim tetap menegakkan prinsip legalitas dan melawan

8 Sudaryono and Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), him
77.

° Maya Shafira et al., Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier (Bandar Lampung: Pusaka
Media, 2022), him 72.



kepemilikan senjata api tanpa izin, namun juga menilai niat, kesadaran, dan
kondisi pelaku dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

Melalui studi terhadap putusan ini, dapat dianalisis bagaimana unsur
kesalahan, niat, dan tujuan pelaku dipertimbangkan secara yuridis. Penelitian
ini penting karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai
penerapan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (nullum crimen sine culpa)
dalam praktik peradilan pidana Indonesia, sekaligus menunjukkan
keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Tujuan hukum pidana tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga
harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial. Oleh karena
itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan senjata api
rakitan untuk kepentingan pribadi, hakim perlu menyeimbangkan antara
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Di sinilah letak nilai
penting dari penelitian ini, yaitu memahami secara mendalam bagaimana
konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus yang melibatkan
aspek niat baik namun tetap bersifat melawan hukum.

Selain dimensi hukum, fenomena kepemilikan senjata api rakitan juga
tidak terlepas dari faktor sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang merasa
tidak aman, terutama di daerah rawan kejahatan, sehingga berinisiatif membuat
atau memiliki senjata api rakitan sebagai bentuk perlindungan diri.!* Namun,

ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum sering kali membuat mereka

10 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), him 27.
1 Fitri Wahyuni, Dasar-DaSAR Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PT
Nusantara Persada Utama, 2017), him 31.



berhadapan dengan ancaman pidana berat. Hal ini menunjukkan pentingnya
pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan
preventif.!2

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan
senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi harus ditempatkan dalam
kerangka hukum yang adil dan proporsional. Hukum tidak hanya berfungsi
untuk menghukum, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap warga
negara yang bertindak tanpa niat jahat, namun terjerat oleh ketentuan hukum
positif yang bersifat ketat.

Dari seluruh uraian di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan
kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin bukan sekadar persoalan pelanggaran
hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek keadilan substantif. Melalui
analisis terhadap Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, penulis
bermaksud  meneliti  lebih  jauh  bagaimana penerapan  konsep
pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini serta bagaimana hakim
mempertimbangkan unsur kesalahan dan niat dalam menjatuhkan putusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berupaya menyajikan sebuah
pandangan  analitis  melalui  penulisan  skripsi  yang  berjudul
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api
Rakitan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Putusan Nomor

766/Pid.Sus/2025/PN.Plg)”.

2 gsudaryono and Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), him
14.



B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka untuk memahami secara
mendalam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dapat
dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus
kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana
dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam Putusan Nomor

766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Darurat Undang-Undang Darurat 1948 Nomor
17 dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pembahasan
mencakup penerapan unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan (dolus atau
culpa), serta dasar hukum penjatuhan pidana bagi pelaku. Selain itu, penelitian
ini juga berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam Putusan

Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.PIg.



D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin diraih untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus
kajian :

a. Dalam penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan
pribadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.PIg.

b. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin sebagaimana dalam
Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.PIg.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum
pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas
kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, serta menjadi referensi
ilmiah bagi pengembangan penelitian serupa di bidang hukum.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak
hukum maupun masyarakat. Bagi aparat penegak hukum, hasil
penelitian diharapkan menjadi acuan dalam menerapkan ketentuan
hukum pidana secara tepat dan proporsional terhadap kasus

kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, sehingga penegakan hukum



dapat berjalan lebih adil, objektif, dan konsisten. Sementara bagi
masyarakat, penelitian ini membantu memahami risiko dan
konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api rakitan,
meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku,
serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib.
Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis sebagai
bagian dari pemenuhan syarat akademik S1 Hukum, sehingga
memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi

mahasiswa dalam bidang hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dasar
hukum yang menjadi landasan dalam melakukan analisis terhadap
permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip utama
dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat
dikenakan hukuman apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan dan disertai dengan unsur kesalahan
(schuld). Konsep pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai landasan

bagi hakim dalam menilai pantas atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana,
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sehingga tercipta keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum pidana.t?
2. Kepemilikan

Kepemilikan adalah hak atau keadaan di mana seseorang memiliki
kontrol, penguasaan, dan tanggung jawab atas suatu benda atau objek
tertentu. Dalam konteks hukum, kepemilikan bukan sekadar penguasaan
fisik, tetapi juga mencakup hak legal untuk menggunakan, memelihara,
atau mengalihkan objek tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepemilikan memberikan dasar hukum bagi individu untuk bertindak
terhadap objek yang dimiliki, baik untuk kepentingan pribadi maupun
untuk tujuan tertentu yang sah.**

Dalam ranah hukum pidana, kepemilikan menjadi aspek penting
karena menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas objek yang dikontrolnya. Kepemilikan yang
melanggar aturan hukum, misalnya atas senjata api tanpa izin, tidak hanya
menimbulkan risiko bagi keselamatan publik, tetapi juga menimbulkan
konsekuensi pidana bagi pemiliknya. Dengan demikian, konsep
kepemilikan mengintegrasikan unsur penguasaan, hak legal, dan tanggung
jawab hukum, yang menjadi landasan dalam analisis pertanggungjawaban

pidana.

13 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Kencana,
2016), him 137.

14 Fatma Afifah, “Hukum Benda : Definisi, Asas-Asas, Pembedaan Macam Kebendaan Dan
Macam-Macam Hak Kebendaan,” Jurnal llmu Hukum Wijaya Putra Vol 3, No. 1 (2025): 1-21.
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3. Senjata Api Rakitan
Senjata api rakitan adalah senjata yang dibuat atau disusun secara
mandiri oleh individu atau kelompok menggunakan komponen-komponen
tertentu, bukan berasal dari pabrik resmi. Komponen tersebut biasanya
meliputi laras, mekanisme pelatuk, ruang peluru, dan bahan logam atau
pipa yang memungkinkan senjata berfungsi menembakkan proyektil.
Karakteristik rakitan membuat senjata ini sulit dilacak asal-usulnya dan
berpotensi menimbulkan bahaya tinggi bagi keselamatan masyarakat.
Dalam konteks hukum Indonesia, setiap penguasaan, penyimpanan,
atau penggunaan senjata api termasuk yang rakitan harus memiliki izin
resmi dari otoritas yang berwenang. Kepemilikan senjata api rakitan tanpa
izin sah dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana, karena mengancam keamanan dan ketertiban
umum. Regulasi ketat ini menekankan bahwa senjata api rakitan termasuk
objek pengawasan hukum yang harus dikendalikan secara serius.®
4. Kepentingan Pribadi
Kepentingan pribadi sebagai kepemilikan adalah tindakan memiliki
atau menguasai suatu benda atas dasar kebutuhan atau keinginan individu
semata, bukan untuk kepentingan orang lain atau negara. Namun, jika

kepemilikan tersebut melanggar ketentuan hukum, seperti dalam kasus

15 Muhammad Agni Bintang Hermawan, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan
Senjata Api llegal Oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12,” Jurnal
Magister Ilmu Hukum ‘Dekrit’ Vol 15, No. 1 (2025): him 6.
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kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, maka tetap dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.t®

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN
Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dilakukan peninjauan terhadap
beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini.
Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana penelitian serupa telah
dilakukan serta menjadi dasar dalam memperkuat analisis pada penelitian ini.
Oleh karena itu, berikut disajikan beberapa studi terdahulu yang relevan.

Tabel 1.1.
Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO JUuDUL PENULIS | TAHUN FOKUS
1 Tinjauan Yuridis | Muhammad 2019 Fokusnya meninjau
Terhadap Kealpaan | Badwi M. secara yuridis
Dalam bagaimana
Mempergunakan penerapan  hukum
Senjata Api Tanpa pidana  terhadap
Hak Dan lIzin Yang perbuatan lalai
Menyebabkan (kealpaan) dalam
Timbul Korban Luka menggunakan
(Studi Putusan senjata api tanpa
Nomor : hak dan izin yang
1389/Pid.Sus/2018/ mengakibatkan
PN. PIg), (Skripsi : korban luka, serta
Universitas menilai  ketepatan
Hasanuddin) penerapan  pasal-
pasal hukum dalam
putusan pengadilan
terkait kasus
tersebut.!’

16 Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-
Unsur Tindak Pidana,” Jurnal Judiciary Vol 12, No. 2 (2025): him 19.

17 Muhammad Badwi M, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan
Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor :
1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)” (Universitas Hassanuddin, 2019).
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Berdasarkan
Peraturan
Perundang-
undangan di
Indonesia (Jurnal
Jurist-Diction)

2 Kebijakan  Hukum | Sausan 2024 | Berfokus

Kepemilikan Senjata | Apriati menganalisis
Api  Non Organik | Rasyid kebijakan  hukum
Bagi Warga Sipil yang mengatur
Di Indonesia (Skripsi kepemilikan senjata
Institut  Agama api  non organik
Islam Negeri) oleh warga sipil di
Indonesia, ditinjau
dari peraturan

perundang-
undangan serta
perspektif  hukum
Islam melalui teori
Sadd Al-Dzari‘ah,
guna merumuskan
kebijakan  hukum

yang ideal.*®

3 Pertanggungjawaban | Bagoes 2019 Menganalisis

Pidana Atas | Rendy pertanggung
Kepemilikan Senjata | Syahputra jawaban pidana
Api  Tanpa ljin bagi pelaku

kepemilikan senjata
api  tanpa izin
berdasarkan

ketentuan Undang-
Undang  Darurat
Nomor 12 Tahun

1951 serta
peraturan  terkait
lainnya di
Indonesia.*®

Fokus dari penelitian terdahulu lebih banyak membahas kealpaan

dalam penggunaan senjata api tanpa izin yang mengakibatkan korban luka,

kajian kebijakan hukum serta tinjauan hukum Islam mengenai kepemilikan

senjata api non organik oleh warga sipil, dan analisis normatif tentang

18 Sausan Apriati Rasyid, “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi

Warga Sipil Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

19 Bagoes Rendy Syahputra, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api
Tanpa ljin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurist-Diction Vol 2, No. 6
(2019): 2007, https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940.
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pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api tanpa izin
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dari  ketiganya, penelitian ini  berfokus pada
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan
untuk kepentingan pribadi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, sebagaimana

termuat dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.PIg.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh data atau informasi secara sistematis guna menjawab
permasalahan yang dikaji. Metode penelitian juga dipahami sebagai cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan
demikian, metode penelitian berperan penting sebagai pedoman dalam
mencapai hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.?° Oleh
karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan,

yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif
yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis

kaidah hukum, asas hukum, serta penerapan peraturan perundang-

20 Zainuddin lba and Aditya Wardhana, Metode Penelitian (Jawa Tengah: Eureka Media
Aksara, 2023), him 2.
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undangan yang relevan dengan objek penelitian, serta buku. Jenis
penelitian ini juga bersumber dari bahan kepustakaan atau sumber buku,
karena penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang
diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur hukum,
peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.
Pendekatan  ini  digunakan untuk menelaah  bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api
rakitan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta analisis terhadap
Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.PIg.
2. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UUD 1945,
KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, serta
peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur hukum
pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas konsep
pertanggungjawaban pidana serta unsur kesalahan. Selain itu,
digunakan pula pendapat para ahli hukum dan artikel ilmiah yang
mendukung analisis teoritis mengenai kepemilikan senjata api rakitan.

Bahan hukum sekunder ini juga bersumber dari buku-buku hukum
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4.
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yang relevan dengan topik penelitian, baik karya akademisi maupun
praktisi hukum, yang membahas asas-asas hukum pidana, teori
pertanggungjawaban pidana, serta penerapan hukum terhadap tindak
pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum,
ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi dari lembaga
peradilan dan instansi pemerintah yang digunakan untuk memperjelas
dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dengan cara menelaah berbagai
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana
kepemilikan senjata api tanpa izin, menggunakan dokumen putusan
pengadilan  Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg), serta membaca dan
menganalisis buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang
membahas teori pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, dan
penerapan hukum pidana di Indonesia.
Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yaitu suatu metode yang melihat hukum sebagai norma yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada
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kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-

doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 4 (empat)

Bab, yakni :

BAB |

BAB II

BAB Il

PENDAHULUAN

Mencakup isi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang
Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual,
Review Studi Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian serta
Sistematika Penulisan.

TINJAUN PUSTAKA
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